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PENJELASAN 

ATAS 

QANUN ACEH 

NOMOR …….TAHUN 2017 

TENTANG 

LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH 

 

I.  UMUM 

Pemerintah Aceh bersama Pemerintah Kabupaten/Kota perlu 

mendirikan LKS yang berazaskan Al-Qur’an dan Al-Hadis. Pendirian LKS ini 

dirasakan mendesak sebagai tindak lanjut pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 

8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syari’at Islam. Dalam perkembangan 

ekonomi dewasa ini kehadiran LKS di Aceh dirasakan sudah sangat 

mendesak karena hal tersebut merupakan salah satu pilar pelaksanaan 

syari’at islam di bidang muamalah. Kondisi tersebut ditambah lagi dengan 

banyaknya modal pihak ketiga yang masuk ke Aceh dimana dalam 

operasionalnya tidak dilaksanakan berdasarkan Prinsip Syariah.  

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syari’at 

Islam, secara tegas telah mewajibkan bahwa Lembaga Keuangan yang 

beroperasi di Aceh wajib dilaksanakan berdasarkan Prinsip Syariah. Oleh 

Karena itu, kehadiran LKS hari ini di Aceh adalah sebuah keniscayaan yang 

tidak bisa ditawar-tawar lagi dan semua pihak terkait wajib mendukungnya.   

Dengan adanya Qanun ini, maka kehadiran LKS di Aceh memiliki 

legalitas yang sah. Qanun ini diharapkan menjadi pedoman, pegangan dan 

dasar hukum bagi pemegang saham dan stakeholder lainnya dalam 

menjalankan operasional LKS dimaksud. Qanun ini juga bertujuan untuk 

melegitimasi operasional LKS yang dilaksanakan berdasarkan prinsip 

syariah, mendorong terwujudnya perekonomian Aceh yang Islami, dan 

mendorong pertumbuhan pendapatan asli Aceh dan pendapatan asli 

kabupaten/kota. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cukup jelas. 
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Pasal 2  

Yang dimaksud dengan “prinsip syari’ah” adalah kepatuhan untuk 
menjalankan segala jenis usaha  perbankan sesuai nilai-nilai 

syari’ah. 
 
Yang dimaksud dengan “prinsip kehati-hatian: adalah pedoman 

pengelolaan lembaga keuangan syariah yang wajib dianut guna 
mewujudkan lembaga yang sehat, kuat dan efisien sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  
 

Yang dimaksud dengan “prinsip transparansi” adalah keterbukaan 
terhadap proses pengambilan keputusan dan penyampaian informasi 
mengenai segala aspek perusahaan terutama yang berhubungan 

dengan kepentingan stakeholders dan publik secara benar dan tepat 
waktu. 

 
Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” adalah kejelasan 

pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing 
organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan dapat 
dilaksanakan secara efektif dan efisien. 

 
Yang dimaksud dengan “prinsip kemandirian” adalah suatu keadaan 

dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan 
kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun, 

terutama pemegang saham mayoritas, yang bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip 
korporasi yang sehat. 

 
Yang dimaksud dengan “prinsip kewajaran” adalah keadilan dan 

kesetaraan dalam memenuhi hak stakeholders yang timbul 
berdasarkan peraturan perundang undangan dan perjanjian.  

 

Pasal 3 

Cukup jelas. 

Pasal 4 

 Cukup jelas. 

Pasal 5 

Cukup jelas. 

Pasal 6 

Cukup jelas. 

Pasal 7 

Ayat   (1)   

Cukup jelas. 

Ayat (2)  

Termasuk dalam jenis dana sosial lainnya antara lain 
penerimaan LKS yang berasal dari pengenaan sanksi terhadap 

nasabah (ta’zir). 
Ayat (3) 
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Cukup jelas. 

Pasal 8 

Yang dimaksud dengan “gharar“ adalah transaksi yang objeknya 

tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak 
dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain 

dalam syariah. 
 
Yang dimaksud dengan “maisir” adalah transaksi yang digantungkan 

kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat 
untunguntungan. 

 
Yang dimaksudkan dengan “riba” adalah penambahan pendapatan 

secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran 
barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu 
penyerahan (fadhl), atau dalam transaksi pinjam meminjam yang 

mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana 
yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu 

(nasi’ah). 
 

Yang dimaksud dengan “zalim” adalah transaksi yang menimbulkan 
ketidakadilan bagi pihak lainnya. 

 

Pasal 9 

Cukup jelas. 

 

Pasal 10 

 Cukup jelas. 

Pasal 11 

 Cukup jelas. 

Pasal 12 

Cukup jelas. 

Pasal 13 

Cukup jelas. 

Pasal 14 

Cukup jelas. 

Pasal 15 

Cukup jelas. 

Pasal 16 

Cukup jelas. 

 

 

TAMBAHAN LEMBARAN ACEH NOMOR…… 


